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Pengadaan Bar

Solsel, Padek—Unit Layanan Pe-
ngadaan (ULP) Barang dan Jasa

" Sekretariat Pemkab Solok Selatan

%

(Solsel) diminta terus mengikuti
perkembangan regulasi penga-
daan, guna menghindari penyim-
pangan perihal pengadaan barang
dan jasa di daerah itu.

“Regulasi tentang pengadaan - v

ini cukup dinamis. Sehingga setiap
saat pihak yang terlibat juga harus
mengikuti perkembangannya.
Agar proses pengadaan barang
dan jasa ini‘sesuai dengan keten-
tuan, berjalan dengan efektif, tran-
sparan dan dapat di pertanggung-

jawabkan kepada publik,” kata |
Bupati Solsel, Muzni Zakaria, ke-~

pada Padang Ekspres, Senin (28/1).
Dengan ditetapkannya Pera-
turan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa, kata Muzni hal itu me-
nunjukkan kese-riusan pemerin-
tah untuk mewujudkan pelaksa-
naan pengadaan secara trans-
paran, akuntabilitas dan profesio-
nal sehingga tidak menimbulkan
kerugian bagi pemerintah.

“Kami punya tanggung jawab
yang berat terhadap masyarakat.
Terutama dalam upaya mewujud-
kan masyarakat yang sejahtera.
Untukitu penerapan prinsip-prin-
sip good governance adalah se-
suatu yang tidak bisa ditawar atau
ditunda. Program yang dilaksana-
kan dapat diukur dan dipertanggu-
ngjawabkan. Tak terkecuali dalam
hal pelayan publik sesuai sistem

dan standar pelayanan pemerin-
tah,” jelasnya.

Muzni meminta agar Pejabat
Pembpuat Komitmen (PPK) diling-
kungan OPD Pemkab Solsel, mam-

, Pumenjaga amanah dan keperca-

yaan pemerintah dalam melaksa-
nakan tugas. Karena katanya, kebe-
radaan PPK merupakan mekanis-
me yang melekat secara langsung
didalamaturan pengadaan barang
dan jasa pemerintah.

Kepada pimpinan OPD lan-
jutnya, selaku Kuasa Pengguna
Anggaran juga diminta untuk sece-
patnya melaksanakan kegiatan
pembangunan. Sedangkan kepada

panitia pengadaan barang yang
tergabung dalam Kelompok Kerja
(Pokja) ULP, diminta untuk hati-
hati dalam mengambil kebijakan.

“Selama ini pemerintah telah
mengeluarkan berbagai aturan
untuk melaksanakan pengadaan
barang dan jasa pemerintah se-
bagai penyem-purnaan tehadap
aturan-aturan’ sebelumnya. Jadi,
kita juga mesti terus berupaya me-
lakukan langkah untuk memi-
nimalisir kesalahan dalam setiap

proses pelelangan dengan
. harapan hasilnya akan maksimal,”
jelasnya.

Sementara itu, Kabag Penga-

BIMTEK: -,
Kabag Pengadaan
Barang dan jasa,
Martin Edi
bersama peserta
Bimtek Pengadaan
Barang dan Jasa,
di Padang, pekan
lalu.

daan Barang dan Jasa, Setkab Sol-
sel, Martin Edi, mengaku, pihaknya
juga tidak pernah ketinggalan un-
tuk memonitor perkembangan re-
gulasi terkait pengadaan barang
dan jasa itu sendiri.

“Pekan laly, bahkan kami juga
telah menggelar kegiatan Bim-
bingan Teknis Pengadaan Barang
dan Jasa sebagai upaya peningka-
tan kinerja. Digelar di Kota Padang,

. menghadirkan narasumber dari,

Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa (LKPP) dan LPSE

Provinsi Sumbar. Kegiatan itu turus.

mendapat dukungan dari UK PB)
Sumbar,” tuturnya.(cr19) 3
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